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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

BUPATI GORONTALO UTARA, |
|

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat? (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahj dan
Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah terfltang

Retribusi Jasa Usaha. : '
' l

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lernblaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209}; j

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tefltang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Koxjupsi,
Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indoinesia.
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851}, sebagaimana telah diubah déngan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NFgara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tamb;ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); !
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indo’nesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060); i

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua‘ngan
|

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ;2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna
Nomor 4286); .
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indo1i%1esia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repﬁbnk
Indonesia Nomor 4355);. l
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerike;aan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Négara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor!;' 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia
Nomor 4400); ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbarlllgan
Keuangan Antara. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Da?erah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon]:esia
Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan P(ierpu
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peﬂmbax{lgan
Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik
Indonesia Nomor 4535); _ : ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentl%kan
Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tamba}lan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayéran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomof 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Ndmor
4849), sebagaiman telah diubah dengan Undang—Uncilang
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12.

13.

14.

15.

16.

|

.
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Négara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamb?ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537), |
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tlahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Rep%ubh’k
Indonesia Nomor 4966), sebagaiman telah diubah de:ngan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 N:omor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo%lesia

Nomor 6537} { '
Undang-Undang Nemor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repl!.lblik
Indonesia Nomor 5025}, sebagaimah telah diubah defngan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta IE(elja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind01l'1esia

Nomor 6537); ' !
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indogesia

Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daenah o

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm‘

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara""-"* 4

Republik Indonesia Nomor 5049}, sebagaiman telah dn;,lbah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ¢ipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6537); |

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaranh Negara Republik Indonesia Tahun 252014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoxilesia

‘Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ’kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

‘tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Nlegara
Repubhk Indonesia Nomor 6537), |

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tefltang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara ledana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nom<|)r 36
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258}, telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan K|edua

atas Peraturan Pemerintali Nomor 27 Tahun 1983 tentang

sebagaimana

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NL)mor
290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo;;'lesia
Nomor 5772); |
Peraturan Pemerintah Nomor 351 Tahun 2002 telitang
Perkapalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Repﬁblik
Indonesia Nomor 4227), sebagaiman telah diubah de!ngan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 ter;tang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun ;’2002
tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Nelzgara '
Republik Indonesia Tahun 202! Nomor 41, Talﬁb‘!'slhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575); |

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); i
12 Tahun 2019 ten‘tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembgran

Peraturan Pemerintah Nomor

Negara Republik Indanesia Nomor 6322).




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA!

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
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Dan _
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : - .
< 1. .
2.

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pernenntah

adalah Presidan Republik Indonesia yang _memggang
kekuasaan Negara Republik Indonesia sebagaimana dima?tksﬂd
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indofnesia
Tahun 1945. - - |

. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Pera.ingkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. '
Pejabat adalah Pegawa1 yang diberi tugas tertentu dlbldang
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peralturan
Perundang-Undangan yang berlaku. _ !
Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten
Gorontalo Utara. _
Badan Layanan Umum Daerah adalah yang selanjiltnya
disingkat BLUD, adalah system yang diterapkan oleh Sétuan
Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Pe;apgkat
Daerah pada Satuan Kerja Daerah dalam rnembeérikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai ﬂeksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualiar; dari

ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnyaf.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

~daerah atas jasa pemakaian kekayaan daerah. ;

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat ITQSUD
|
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorc:)ntalo

Utara.

~Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi a?dal:ih

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa éatau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan da.nE atau

-diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan. ;

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahaix dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, | | | atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang prlbadl
atau badan. g

Jasa usaha adalah jasa yvang disediakan oleh Pemergintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena |pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan |yang

menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi
diwajibkan untuk melalkukan pembayaran retribusi, temflasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan 6rang dan/atau modal !yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maiupun
yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terl;)a'tas,

‘Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usahaf Milik

Negara (BUMN), dan atau Batian Usaha Milik Daerah (B;UMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kong31,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, &
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosiall P011t1k,i atau

Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan Iajinnya

- termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha te’icap.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah punlgutan
I
Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dlmlhkl. oleh
Pemerintah Daerah meliputi tanah, hangunan, gedung,: jalan
dan kendaraan/alat berat dan kekayaan daerah lainnya.
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Ruang Petak adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang

berdinding keliling dan  berpintu yang disediakan ‘ oleh
Pemerintah  Daerah  di = lingkungan  pasar 1.:1ntuk

dikontrakkan/disewakan kepada pedagang untuk_penjﬁala_n

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

-barang atau jasa. -

- yang digunakan untuk berjualan barang dail/ atau jasa.

Pasar adalah tempat untuk bertemunya 'orang-orang yang

melaksanakan jual beli barang dan jasa yang meliputi suatu

“tempat dengan bangunan kecil tempat jualan, los, ‘dan

‘bangunan kios/toko dengan batas-batas tertentu tempat

pedagang berjual beli.

Los Pasar adalah sebuah bangunan tetap yang beratap yang
digunakan untuk berjualan, menghimpun barang dagangan
dan usaha lainnya.

Pelataran adalah bagian pasar yang terbuka tanpa diﬁding

Tempat Pelelangan adalah b_anguhan'tetap dan/atau tempat
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat

untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil ‘bumi‘ dan

_ hasil hutan. ﬁ

Sumber Daya Ikan adalah: ‘semua jenis ikan, segala ‘ jenis
udang, termasuk biota perairan lainnya. L
Kendaraan adalah suatu aiat yang dapat bergerak dijalan
terdiri dari kendaraan bermotor atau - kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

kendaraan yang berjalan diatas rel.

Pengemudi adalah orang 'jrang mengemudikan kendaraan

'be'rrnotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon

pengeirnudi yang sedang belajar mengemudikan kendé;'aan

bermotor. - ' |

Tempat Khusus Parkir adalah tempat tertentu ﬂntuk
pelayanan khusus parkir yaﬁg disediakan, dimiliki dan‘:/at_a.u
oleh Pemerintah Daerah.

Tempat Penginapan/ Pesahggrahan /Villa adalah banéunan

_yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang dilen'gkapi

fasilitas penunjang sebagai tempa'it" menginap beberapa| hari,
perbulan atau pertahun. L
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan |yang
digunakan untuk pemeriksaan = kesehatan hewan baik

sebelum maupun sesudah pemotongan dan sekaligus

digunakan untuk tempat pemotongan hewan.
Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreas1
pariwisata dan sarana olahraga yang dimiliki dan/ atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah. |

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi
sebagai jei'nbatan bergerak yang menghubungkan jarfingan
jalan yang terputus karena adanya perairan Lfmtuk
mengangkut penumpang, kendaraan dan muatan barangi.

Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha dibjidang

angkutan penyeberangan yang diselenggarakan untuk ujmum

- pada lintas penyeberangan dengan menggunakan k:apall

tongkang yang memiliki sertifikasi sesuai dengan kondisi
teknis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 1

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu ! yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi L!mtuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di
singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menemiukan

besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digun“akan' S

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi'yang:
terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain|yang
ditetapkan oleh Bupati. i

I

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar :yang

|
selanjuinya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan

|
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari \pada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. ‘

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dlslngkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retnbu51

. dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.



35.

-36.

37.

38.

OBJEK, SUBJEK, WAJIB RETRIBUSI DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA |

(1)

(2)

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung Jawab
sebagai Pemegang Kas Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulaij; dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, peneI;tuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penaigihan
retibusi kepada Wajib Retribusi serta penga“irasan'
penyetorannya.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meng,himpunE dan
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dllaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan pemnéahg—
undangan retribusi daerah. ‘
Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik uptuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktii itu
membuat terang tindak plda_na dibidang retribusi yang teljadl

serta menemukan tersangkanya.

BAB 11

Pasal 2 |

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang diseqikan

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komeirsial
|

yang meliputi : |

a. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaa:tkan

kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara
optimal; dan/atau i
b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum
disediakan secara memadai oleh Pihak Swasta. :
Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau _b%ldan
yang mengggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang

bersangkutan. |
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(3) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang—undalllgan
retribusi diwajibkan untuk melakukat pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau‘pémotong Retribusi Jasa Usaha;

|
Pasal 3 ‘
| |

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; ‘

o

Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan; :
Retribusi Tempat Pelelangan; ]
Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

B @ omoe Ao

Retrribusi Penyeberangan Di Air; dan
j-  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

!—l-

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut
retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola daerah.

Pasal 5 i

(1) Objek Retribusi adalah setiap -pelnakaian kekayaan daerazh.'
(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagairi;dana
dimaksud pada ayat (1) meliputi : -
. cool storage;
sentra pengolahan ikan;
ruangan bangunan/bilik;
. billboard reklame;

a
b
c
d
e. gedung;
f.
g
h

excapator,

bull doozer;

) dump truck;
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®)

(4)

i. motor walls;
j. stom walls; |
k. motor grader;

1. tanah;

m. tenda;

n. kursi; :
0. alat-alat mesin pertanian {alsinta};

p. mobil Bus;

g. mini market / kios;

r. kios wisata;

s. alat musik; |
t. petak/kios kantin; |
u. jet sky;

v. sky air;

w. pelampung;

x. motor ATV,

y. banéma boat;

z. alat selam,;

aa. gedung olahraga (gor);

bb. lapangan basket; o
cc. lapangan tenis; |
dd. lapangan bola kaki lainnya;

ee. lapangan futsal; dan i
ff. taman pontolo indah -

Ketentuan mengenai klasifikasi gedung sebagaiman dimai.ksud
pada ayat (2} huruf e diatur lebih lanjut dengan Pera’fcuran
Bupati. |
Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan dr::xerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggufnaan
tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. |

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan jyang

memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.




]

Tingkat periggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas, fasil;itas,

|
Pasal 7 I
|
|

waktu, jenis alat, berat timbangan, jenis pelayanan dan frekljensi

pemakaian.

(1)

(2)

(3)

~ pertanian.

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

i
Pasal 8 :
i

Struktur dan besarnya tarif retribusi yang terutang
tercantum pada Jampiran I, adalah bagian yang tldak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Khusus tarif retribusi untuk pemakaian alat-alat berat! dan
alat-alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada |ayat
(1), tidak termasuk penggunaan bahan bakar, gaji/honor dan
biaya makan/ minum sopir, operator dan mekanik serta I;iaya

mobilisasi alat.

Bahan bakar, gaji/honor dan biaya makan/minum sopir,
|

operator atau mekanik serta biaya mobilisasi alat ke l?kasi

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung

oleh penyewa/pemakai alat-alat berat dan alat- alat rrllesin

BAB IV

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut |

retribusi- atas penggunaan atau pemanfaatan fas:ilitas

pasar/pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan 'oleh

Pemerintah Daerah.

(1)

Pasal 10

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah
penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang% dan
fasilitas  pasar/pertokoan yang  dikontrakkan, fyang
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. !
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(2)

(3)

Objek retribusi sebagaimana  dimaksud pada aya‘rE. {1)

meliputi :

a. Kios/Toko;

b. Los;

c. Pelataran; _ : l

d. Lokasi penjualan ternak/hewan; dan
e. Toilet.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
|

ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki

dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas piasar

grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau

Pertokoan diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi terhpat,

jumlah, nilai jual dan volume.

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana

tercantum pada lampiran II, adalah bagian yang tidak terpisailkan

dengan Peraturan Daerah ini.

I

(2)

Pasal 14

Penggunaan ruang petak/kios sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dengan cara kontrak sewa selama 1 (satu) t;hun -
dan/atau minimal 6 (enam) bulan., I : ]
Penggunaan ruang petak/kios sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui akad perjanjian kontrak yang ditetai:kan

dalam Surat Perjanjian Kontrak. ;
|
|
|



BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Pasal 15

|

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi

sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan

yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat

pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah

Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,

termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang

disediakan ditempat pelelahgan.

(2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
(1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah
pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
meliputi :

a. Penggi.lnaan tempat pelelangan;
b. Petak/Kios;
c. Toilet; dan

d. Tempat Parkir.

ayat

dari

(1)

(4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki

dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

|
Pasal 17 1
|

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi |atau

badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan dan fasilitas

tempat pelelangan.
Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis,

harga, waktu, lokasi dan frekuensi pelayanan.

nilai



Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana

tercantum pada lammpiran I, adalah bagian yang Etidak

terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

Pasal 20

Penggunaan ruang petak/kios dengan cara kontrak sewa
selama 1 (satu) tahun dan/atau minimal 6 (enam) bulan.
Penggunaan ruang petak/kios sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dengan cara kontrak sewa melalui akad peljal‘ljian

kontrak yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak.

BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 21 ‘

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi |atas

pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang

dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas laiimya

dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah.. |

(2)

Pasal 22

~ Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyed;iaan

tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis un‘;um,

|
tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan

terminal, yaﬁg disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola |oleh
Pemerintah Daerah. |
Objek retribusi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. angkutan umum,
b. fasilitas toilet;

¢. petak/kos; dan
d

. penggunaan lahan.
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(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD dan Pihak Swastel.

Pasal 23

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal 1yang
disediakan/diselenggaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur bedasarkan

- [ LE Bl * ‘
jenis kendaraan, volume, waktu penggunaan, fasilitas terminal.

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan
sebagaimana tercantum pada lampiran IV, adalah bagian yang

tidak terpisahkan dengari Peraturan Daerah ini.
Pasal 26

(1) Penggunaan ruang petak/kios dengan cara kontrak éewa

selama 1 (satu) tahun dan/atau minimal 6 (enam) bulan.

(2) Penggunaan ruang petak/kios sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan cara kontrak sewa melalui akad pe1ja1!1jian
kontrak yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak. |

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retri‘busi
atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disedia;kan,

1
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28 l

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayrlman
tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/“atau
dikelola oleh Pemerintah Daearah. |
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{2

(3)

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir pada RSUD,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutannya adalah
kewenangan Dinas Perhubungan selama RSUD belum bera,hh
status menjadi BLUD.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang dlsedlakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD
BULD,dan Pihak Swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi latau

badan yang mendapat pelayanan parkir.

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasafkan jenis kendaraan dan

waktu penggunaan.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran V, adalah

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

| RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

A
Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

dipungut retribusi atas pelayanan dan penyediaan tempat

penginapan/pesanggrahan/villa oleh Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

Pasal 33

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/\villa
yang disediakan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ad%alah

rumah susun sederhana, dan penginapan (cottage).
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(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah tempat pengmapan/pesanggrahan/wlla yang

disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemenntah
BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 34

- Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan/ men1kmat1
pelayanan jasa dan/atau menggunakan fasilitas tempat

penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan oleh Perner%ntah
Daerah. |

1

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, 1luas,
klasifikasi tempat dan fasiltas lainnya. l
Pasal 36 |

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai%ana
tercantum pada lampiran VI, adalah bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi
atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak termasuk. pelayanan pemeriksaan kesehatan héwan
sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dim|i1iki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak
termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ata.u
dikelola oleh Pemerintah Daerah. ; _



(2)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ‘pada
1

ayat (1) adalah pelayanan penyedian fasilitas rumah

pemotongan hewan ternak yang disediakan, dixrf;iliki,

dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 39

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh pelayanan, menikmati, dan/atau

mengunakan fasilitas RPH ternak yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, waktu
|

pelayanan, jenis hewan dan frekuensi pelayanan. |

Pasal 41

Struktur dan besar tarif Retribusi Rumah Potong H?wan

ditetapkan sebagaimana tercamtum pada lampiran VII, adalah

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

Pasal 42

Setiap hewan ternak yang akan dipotong, harus diperiksa
terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas yang ditunjukioleh

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padab ayat (1) untuk
memastikan bahwa hewan ternak yang akan dipotong ac:ialah
sehat dan layak untuk dipotong serta layak untuk
dikonsumsi. '

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ternyata hewan yang akan dipotong dalam kea%laan
sakit, bunting dan/atau masih produktif, petugas :yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
dapat menolak untuk dilakukan pemotongan.
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Pasal 43

i

Setiap pemotongan hewan ternak yang lokasinya berdekatan
dengan RPH harus dilakukan di RPH baik milik Pemerintah
Daerah, orang pribadi atau badan termasuk unggas kemersil Iyang

dlpotong dalam jumlah yang banyak.

(1)

(2

(4)

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 44

Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan! dan

Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan daging | dan
anggota badan lainnya dan hewan ternak yang sudah
dipotong.

Setiap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan tanda dan stempel tinta warna \friolet
apabila dinyatakan baik.

Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud i)adél
ayat (1) dinyatakan tidak baik, petugas yang ditunjuk u'ntuk
itu dapat memusnahkannya.
Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan cara dikubur.

BAB X

Pasal 45

De_ngan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipulngut

retribusi atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, |dan

olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola joleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 46

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemermtah
Daerah. '

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Tempat Rekreasi;
b. Untuk Olahraga.
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(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisatatl, dan
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

|
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. '\l
|

Pasal 47 |

|
Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; adalah ]I

pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati pelayanan t«il:mpat

orang

rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 48 \‘
Tingkat pengunaan jasa pelayanau tempat rekreasi dan olail‘nraga
diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, waktu, dan volume

penggunaan fasilitas.
Pasal 49

|
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi!i dan
Olahraga  ditetapkan  sebagaimana  tercantum  pada
lampiran IX, adalah bagian yang tidak terpisahkan del‘ngan
Peraturan Daerah ini. . | |
(2) Tarif Retribusi dan/atau Karcis Tanda Masuk untuk kenda:lraan _

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk retri}busi

untuk penumpang. 3
i

BAB XII 1
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR | ?

Pasal 50
| \

Dengan nama Retribusi Penyeberangan Di Air dipungut retribusi

atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
I

mengunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola ('I)leh

Pemerintah Daerah.
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I
Pasal 51 :
i

(1} Objek Retribusi Penyeberangan Di Air adalah pelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Objék retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. Tongkang;
b. Speed Boat.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola joleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 52

(1) Subjek Retribusi Penyeberangan Di Air adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelay:iman
penyeberangan di air. _

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
termasuk Wajib Retribusi.

Pasal 53 !

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan Di Air diiukur
berdasarkan frekuensi penggunaan penyeberangan, jarak, volume

dan jenis pelayanan lainnya.

Pasal 54

|
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan Di Air
ditetapkan sebagaimana tercamtum pada lampiran IX, ac'llalah
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah in!i.
(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bell*laku

untuk sekali penyeberangan atau sekali pelayaran.

Pasal 55

('1) Tarif retribusi per unit mobil roda empat dan/atau roda enam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku jika tongjkang
“dalam sekali penyeberangan memperoleh muatan lebihé dari
satu unit mobil roda empat dan/ mempercleh muatan :lebih

dari satu unit mobil roda enam.
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(2) Jika tongkang hanya memperoleh muatan satu unit mobil |roda
empat dan/atau satu unit mobil roda enam, dan udak ada
muatan lainnya, tarif retribusi ditambah 100% (seratus persen)
| dan/atau dikalikan 200% {dua ratus persen) dari tarif retr%busi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang tercantum dalam

lampiran IX.

Pasal 56

(1) Tarif Retribusi khusus untuk speed boat dan tongkang yang
dikontrakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, tldak
termasuk biaya bahan bakar,b1aya makan /minum awak kapal
dan biaya lainnya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggungoleh
pengontrak.

Pasal 57

(1) Untuk muatan barang dan orang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 menggunakan asuransi sesuai tingkat risikfo.
(2) Biaya asuransi untuk penumpang pada speed boat ditang'gung
| | oleh Dinas Perhubungan.
(3) Biaya asuransi untuk muatan barang, mobil dan alat-alat berat

ditanggung oleh pemilik muatan.

(4) Bagi pemilik muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak bersedia membayar asuransi, Pemerintah Daerah ’Iu'dak
bertanggung jawab bila ada risiko yang timbul. :

(5) Biaya asuransi sebagaimana pada ayat (2} dan aya;c (3)
ditetapkan oleh pihak Perusahaan Asuransi. i

(6) Kepala Dinas Perhubungan dapat menunjuk dan bekerja :sama
dengan perusahaan asuransi yang dapat bertanggung j%;lwab

atas pembayaran asuransi bila terjadi risiko yang timbul.

Pasal 58 |
|

Tarif retribusi untuk muatan barang, mobil, dan alat-alat perat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak termasuk biaya

asuransi. |
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BAB XII
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

dipungut retribusi atas penjuaian hasil produksi usaha Pemeri:ntah
|

Daerah.

Pasal 60

(1} Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud Epada -
ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN ,

BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 61

~ Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
|

memperoleh hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, hasil produksi

dan nilai penjualan.

Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi U:sah_a

Daerah tercantum pada lampiran X, adalah merupakan bégian

yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 64

(1) Besar retribusi yang terutang dihitung berasarkan perkfalian

antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff retribusi.
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(2)

(3)

@

(5)

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI - A _.

(1)

(2)

(1)

(2)

Tingkat peggunaan jasa sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alcfhkasi
biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggairaan
jasa yang bersangkutan.

Apabila tinkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa (liapat
ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah
Daerah.
Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lrllarus
mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Déerah
deilam menyelenggarakan jasa tersebut.
Tarif retribusi sebagaimana dinaksud pada ayat (1) adalah nilai
rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk

menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danat
ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai

dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB IV

Pasal 65

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Jasa Usaha
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan,yang
layak.
Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan| jasa
usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada

harga pasar.

Pasal 66

Tarif Reribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 1|:ahun
sekali.
Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga) dan

perkembangan perekonomian.
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(3)

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

(1)

(2)

Penetapan tarif retribusi sébagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Bupat.

BAB XV

Pasal 67

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Reribusi untuk memanfaatkan j Jasa
Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada aya!t (1)
ditetapkan sebagai berikut : ' ' .
a. masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berlaku
selama menggunakan/memanfaatkan kekayaan daer:ah,
b. masa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan a%dalah'
sebagai berikut. :
1. untuk sewa los dan pelataran berlaku perhari;
2. untuk ternak dan hasil bumi berlaku setiap hari pasar;
- 3. kios/pertokoan sesuai jangka waktu yang tercagntum

pada Surat Perjanjian Kontrak.

c. masa Retribusi Tempat Pelelangan berlaku setiap: kali
memanfaatkan dan/atau menggunakan tempat pelelaﬂgan;

d. masa Retribusi Teminal berlaku hanya sekali njlasuk
terminal; |

e. masa Retribusi Tempat Khusus Parkir berlaku untuk :sekali
parkir; :

f. masa Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
berlaku setiap 1 (satu) bulan;

g. masa Retribusi Rumah Potong Hewan berlaku dalam j:a.ngka

waktu yang lamanya sampai saat pemotongan;

h. masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berlaku

|
hanya sekali masuk dan/atau sehali memanfaatkan atau

menggunakan tempat rekreasi dan tempat olahraga; |
i. masa Retribusi Penyeberangan Di Air berlaku untuk sekah

penyeberangan/pelayaran;

j. masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berlaku

pada saat terjadi penjualan produksi usaha Daerah.
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Pasal 68

(1) Retribusi terutang pada saat Wajib Retribusi menerima SKRD
dan/atau dokumen lain yang dipersamakén.
(2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud jpada
ayat (1) berupa SSRD, Karcis, Kupon dan Kartu Langganan.

BAB XVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 69

Retribusi yang terutang dipungut pada letak objek retribusi di
wilayah hukum Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 70

(1} Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dekumen
lain yang di persamakan. _

(2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud |pada
ayat (1) dapat berupa SSRD, Karcis, Kupon, dan Xartu
Langganan. : ' .

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat: pads;.

waktunya atau kurang membayar, dikenakan s;anksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) Isetiaq:' _
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

- dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 71

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus,

atau lunas.
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(2)

(3)

(4)

(1

(2)

(3)

@

(1)

(2)

(3)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada aya (1),
dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang di tun_]uk
dengan menggunakan SSRD.
Pembayaran retribusi terutang sebagaimana di maksud|pada
ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harilsejak
diterimanya SKRD atau SSRD oleh Wajib Retribusi.
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sianksi
administratif befupa bunga 2% [dua persen) setiap bulalél dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibaya{' dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 72

Penagihan retribusi- yang terutang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
Surat Teguran dlterbltkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo
pembayaran.

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat.'Tegéuran,
Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang berdaslarkan
SKRD dan STRD yang tidak atau kurang dibayar. :

Bila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sebagai:mana
dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dibayar,
dapat ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

BAB XIX
KEBERATAN i

Pasal 73

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRDI atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan—alasan yang jelas.

|
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling le?.ma 3

(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika g‘Wajib

Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu

tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannyia.
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(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(1)

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksudpada

ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehel:ndak
Wajib Retribusi berupa bencana alam dan/atau ganigguan

keamanan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ﬁialam
penerbitan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD terdapat
kesalahan tulisan/pengetikan, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam pera{turan
perundang-undangan retribusi Daerah.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 74

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan|sejak

tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan. o
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hntuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupjati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa merferima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah bes!arnya
retribusi yang terutang. i
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayiat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberi surat keput'usan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

Pasal 75

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
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(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,1 sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran_
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan. |

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan s!‘;uatu
keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus daterbltkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. !

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi laianya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayét (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi ter&ebih
dahulu utang retribusi tersebut. |

-(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pllaling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

{6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di}aklilkan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. |

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemba}lian
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ﬁada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF |

|
Pasal 76 |
i
: \
(1) Pengurangan dan keringanan diberikan dengan me1|ihat
kemampuan Wajib Retribusi. ‘

. L.
(2) Pembebasan pokok retribusi diberikan dengan melihat fungsi
~ objek retribusi. '



L)

(3)

(1)

(2)

a. diterbitkan surat teguran;

()

!

!

%
Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diberikan
dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi, jika
sanksi administratif dimaksud dapat menghambat pemba_l,faran
pokok retribusi. |
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
pengurangan, keringanan, pembebasan pokok retribusi‘ dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

~ Pasal 77

Hak untuk melakukan penagihan retribusi ménjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terh|itung
sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Reuﬁbuéi
melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud })ada

ayat {1} tertangguh jika:

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, | baik

langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal di terbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung $ejak
tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagai@ana
dimaksud pada ayat {2} huruf b, adalah Wajib Retribusi dehgan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. :

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagajnlmha
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui 'dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembaygran

dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. |
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: dlatur dengan Keputusan Bupau
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Pasal 78

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kerena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Reéribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut | mengenai tata cara penghapusan

~piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur d|engan

Peraturan Bupati.

BAB XXIII -
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 79

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat édiberi
insentif atas dasar pencapauan kinerja tertentu. :
Pemberian insentif sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daérah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan

pemanfaatan insentif sebagalmana dimaksud pada ayat (1}

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 80 -

Pejabé.t Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan, Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

| melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi

Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang
Hukum Acara Pidana. ' _
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

‘ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Wewenang Penyidik sebagaimané dimaksud pada ay‘at (1)
adalah; | | |
a. menerima, mencari mengumpulkan, dan méneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak ﬁidaﬁa
di bidang retribusi daerah agar keterangan atau lallporan
- tersebut menjadl lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan Kketerangan
'-r_nengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebé|naran '
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
- pidana retribusi daerah |
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pnbadl
- atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di b1dang.
retribusi daerah,; ' i
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berktle‘naan
~ dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; |
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

 bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, ; serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebuf;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g, menyuruh berhenti dan/atau melarang seselorang

fneninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen
yang dibawa; | ‘ |
h. memotret seseorang yang berkaltan dengan tindak p1dana
 retribusi daerah; i
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya; dan
o diperiksa sebagai tersangka atau saksi. |
j. menghentikan penyidikan; dan | |
k. melakukan tindakan lain yvang perlu untuk kelangarah
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah siesuaj

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - |
Pényidik sebagaimana dimaksud pada ayat
memberltahukan dlmula_mya penyidikan dan menyampa]kan'
hasil penyldlkannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
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(1)

(2)

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,

1.

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum }}cara
' |
Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibapnya
sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam piaana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda pfaling
banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak latau
kurang dibayar. |

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibafnnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retriibusi
yang tidak membayar sesuai ketentuan Peraturan Retribusi
Daerah. | !

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82 _

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomoxf' 88
Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Da:uarah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010
Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorointalo
Utara Nomor 146); |

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomm!' 12
Tahun 2014 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/;atau
Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo IEJtara
Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Da:lerah
Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 196); |

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomorl' 13
Tahun 2014 tentang Retribusi Te'mpat Pelelangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor?' 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo TjJtara
Nomor 197); ;
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14

 Tahun 2014 tentang Retribusi Terminal (Lembaran ]baerah
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 14, Tan;llyahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 19é);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun
2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Oiéhraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun'}; 2014
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Goriontalo
Utara Nomor 199); |

6. Peraturan Daerah  Kabupaten Gorontalo Utara Non‘qdr ._7
Tahun 2019 tentang Retribusi Rumah Potong I-iIewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun}12019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorci)ntalo
Utara Nomor 245);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1

|

!

|

Pasal 83 !‘
|

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkah.
|

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Leml:?aran

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

|
Ditetapkan di Kwandang !
pada tanggal 20 Agusiys 20121

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwaﬁdang
pada tanggal 27 ssustug 2021

PLH. SEKRETARIS DA KABUPATEN GORONTALO UTARA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3’|
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR  TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

UMUM

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, kemasyarakatan |dan

pembangunan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada daierah
Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan
potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang
luas, nyata dan bertanggungjawab secara proposional yang leU_]UdkaI’l-.h
dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di
daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Da!erah
membutuhkan dana guna pembiayaan penyelenggraan pemerintahan dan:
pelayanan kepada masyarakat.

Sumber dana Pemerintah Daerah yang potensial adalah retribusi daerah
yang diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran daerah.
Disisi lain Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali sumber—surinber
pendapatan daerah lainnya. Salah satu golongan retribusi yang dianggap
potensil adalah Retribusi Jasa Usaha, yang diharapkan penerimaannya clzaipat
meningkat terus setiap tahun. : ;

Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah berdampak iaada
Retribusi Pemakaian Daerah yang objeknya ‘bertambah demikian pula Jienis
Retribusi Jasa Usaha bertambah 5 (lima) jenis yaitu masing-masing :
1. Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Penyeberangan Di Air;

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

ARl O A
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II.

Untuk efisiensi dan penyederhanaan regulasi pengelolaan jenis Retribusi

Jasa Usaha maka perlu dihimpun dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Dengan

adannya Peraturan Daerah ini diharapkan penerimaan dari Retribusi Jasa

Usaha dapat beroleh peningkatan, guna membantu Pemerintah Daerah dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan
Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersfebut
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan sj,alah
pengertian dalam memahami dan melaksanakan ketentuan dalam
pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Retribusi |dan
aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan

dengan lancar dan akhirriya dapat dicapai tertib administrasi.
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (1). { |

Cukup Jelas i

Ayat (2). ,
Yang dimaksud dengan ruangan bangunan/bilik ada.lah
ruangan kosong dari suatu bangunan yang dapat dlSCWEllkal‘l
kepada Pihak Bank dan/atau pihak lain sebagai mitra kerja
Pemerintah Daerah. '

Ayat (3).
Cukup Jelas

Ayat (4). |
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah

antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon iatau
penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan

umum.
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Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Phsal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pa#al 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 1.7
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20

Pasal 21

 Pasal 22

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup J .elas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas |
Cukup Jelas
Cukup Jelaé
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup J glas

Cukup Jelas

' Cﬁkup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas
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Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pésal 27

Pasal 28

- Pasal 29

Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pésél 3'3.
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cui«:up Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas |

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

 Cukup Jelas

Pasal 39
Pasal 40

Pasal 41

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cﬁkup Jelas




* Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44 .

Pasal 45
Pasal 46
Pasal. 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasél 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56

Pasal 57

Cukup Jelas
Cukup Jelas _

'Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
CukupJ elas
Cukup Jelas
Cukup J elas
Cukup J eias
Cukup Jelas
Cukup J elas_
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

- Cukup Jelas

Pasal 58

Pasal 59

Cukup Jelas

Cukup Jelas




Pasal 60

PaSal 61

Ayat (1).

Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit atau
_ I
benih tanaman, bibit ternak, bibit atau benih ikan dan es balok.
!

Ayat (2).

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 62

Pasal 63
Pasal 64
Pasal 65
Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70
Pasal 71

Pasal 72

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Masa retribusi adalah batas waktu berlakuknya retribusi y

disesuaikan dengan batas waktu penggunaan jasa oleh wajib

retrib_usi.

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan wilayah pemungutan adalah kewenangan

pemungutan retribusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Dae}'ah, '

pada letak objek retribusi diwilayah hukum daerah.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas




Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79

Ayat (1).
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas ketete’tpan
‘retribusi yang dianggap tidak sesuai dengan keteni!uan
perhitungan jumlah retribusi, yang disebabkan adefmya
kesalahan penulisan atau pengetikan, dan kesalahan dalam
perhitungan. | '

Ayat (2).

Cukup Jelas

Ayat (3).

Cukup Jelas

Ayat (4).
Keadaan diluar kehendak Wajib Retribusi adalah suatu keadaan

berupa bencana alam, gangguan keamanan serta koﬁdisi
kesehatan Wajib Retribusi, sehingga tidak dapat mengajnfka.ﬁ
keberatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Ayat (5). '
Cukup Jelas
Ayat (6).
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk mernber%kan
kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat
ditagih.

Cukup Jelas

Insentif pemungutan hanya dapat diberikan kepada instansi/unit
pemungut yang berhasil mengamankan Rencana Penerimaan yang
telah ditetapkan. |




Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan akan menimbuikan_
kesadaran bagi Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 3-60




LAMPIRANT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR D2 AHE 2024
TANGGAL : 20 Asuctys 202l _
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSi PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO

L
§
1

" URAIAN POKOK RETRIBUSI KET
|
1 | Cool Storage Rp. 1.000,-/Kg Paling |
lama 14
(empat:
belas) hari
Sentra Pengolahan Ikan | Rp. 3.000.000,-/bulan |
Ruangan Rp. 6.000.000,-/tahun |
Bangunan /Bilik E
-4 | Billboard Reklame Rp. 1.000.000,-/M?/tahun !
a. Gedung Kelas [ Untuk pertemuan siang hari Rp. 1.000.000,-/hari
Untuk pertemuan malam hari Rp. 1.250.000,-/hari
Untuk Kegiatan Sosial siang hari Rp. 750.000,-/hari
Untuk Kegiatan Sosial malam hari Rp. 1,000.000,-
_ /hari
b. Gedung Kelas II Untuk pertemuan siang hari Rp. 750.000,-/hari
Untuk pertemuan malam hari Rp. 1.000.000,-/hari
Untuk Kegiatan Sosial siang hari Rp. 500.000,-/hari
Untuk Kegiatan Sosial malam hari Rp. 750.000,-/hari
¢. Gedung Kelas III Untuk pertemuan siang hari Rp. 500.000,-/hari
Untuk pertemuan malam hari Rp. 750.000,-/hari |
Untuk Kegiatan Sosial siang hari Rp. 350.000,- /hari
Untuk Kegiatan Sosial malan hari Rp. 600.000,-/hari
6 | Tenda : Rp. 250.000,- /unit/minggu
7 | Tanah Untuk Industri Rp. 7.500,-/m?/tahun
Untuk Perdagangan Rp. 6.500,-/m?/tahun
Untuk Sosial Rp. 5.000,-/m?/tahun
8 | Kursi Rp. 1.000,-/buah/hari Tanpa '
sarung
kursi
9 | Excavator Tipe I Pemakaian per jam Rp. 350.000,-
Pemakaian per hari (8 jam kerja) Rp. 2.600.000,~ Ukurar}
Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi baket |
dihitung tarif pemakaian per jam. lletiﬂlt/lg?n
’ ;
|
Excavator Tipe II Pemakaian per jam Rp. 300.000,-
Pemakaian per hari (8 jam kerja) Rp. 2.200.000,-
. . ; oo Ukuran
Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi w
i s . . A baket 1,1
dihitung tarif pemakaian per jam. M2
Excavator Tlpe 111 Pemakaian pcrjam Rp. 250.000,‘
Pemakaian per hari (8 jam kerja)} Rp. 1.800.000,- Ukurarn
Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi baket |
dihitung tarif pemakaian per jam. kurang

dari 1,1

|
|
|
|
|




10

Bull Doozer

Pemakaian per jam Rp. 375.000,-

Pemakaian per hari (8 jam kerja) Rp. 2.800.000,-

Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi
dihitung tarif pemakaian per jam.

11

Dump Truck

Pemakaian per hari (8 jam kerja) Rp. 450.000,-
Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi
dihitung tarif pemakaian Rp. 75.000 per jam

12

Motor Walls

Per jam Rp. 200.000,-
1 hari (8 jam kerja) Rp. 1.400.000,-

Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi
dihitung tarif pemakaian per jam

13

Stoom Walls

Per jam Rp. 200.000,-
1 hari kerja (8 jam kerja} Rp. 1.500.000,-

Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi
dihitung tarif pemakaian per jam

14

Motor Grader

Per jam Rp. 300.000,-

1 hari kerja {8 jam kerja) Rp. 2.200.000,-
Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi
dihitung tarif pemakaian per jam

15

Alat-alat mesin
pertanian (Alsintan) :
a. Traktor Besar (TR4)
b. Hand Traktor (TR 2)
¢. Combine Harvester

Rp. 1.500.000,- /unit/musim
Rp. 500.000,-/unit/musim
Rp. 1.000.000,-/unit/musim

16 | Mobil Bus
a. Bus Besar Rp. 750.000,- / hari Diatas 30
kursi
b. Bus Sedang Rp. 500.000,- / hari 17 5/d.30
kursi
c. Bus Kecil Rp. 400.000,- / hari 10 s/d 16
kursi
d. Mini Bus Rp. 250.000,- / hari g::iailg
kursi |
17 | Mini Market / Kios _ |
a. Di Tbukota (Kwdg) Rp. 5.000,- / M2/ bulan . }
b. Luar Ibukota Rp. 4.000,- / M2 / bulan [
18 | Kios Wisata Rp. 5.000,- / hari |
19 | Alat Musik Rp. 1.250.000,- / hari |
20 | Petak / Kios Kantin Rp. 100.000,- / bulan
21 | Taman Pontolo Indah | Rp. 500.000,- / hari |
22 | Jet Sky Rp. 100.000,- / 30 menit / orang j
23 | Ski Air Rp. 50.000,- / 30 menit / orang |
24 | Pelampung Rp. 5.000,- / 30 menit / orang 1‘
25 | Motor ATV Rp. 50.000,- / 30 menit E



»

26 | Banana Boat Rp. 25.000,- / putaran / orang
27 | Alat Selam
a. Tabung Oxsygen Rp. 50.000,- / unit / orang
b. Perlengkapan Selamn Rp. 200.000,- / unit / orang i
28 | Gedung Olahraga 1
a. Lokal Rp. 500.000,- / hari
b. Antar Daerah (regional)| Rp. 1.000.000,- / hari .
c. Nasional Rp. 2.500.000,- / hari
29 | Lapangan Tenis '
a. Lokal Rp. 500.000,- / hari
b. Antar Daerah (regional})| Rp. 750.000,- / hari
c. Nasional Rp. 1.000.000,- / hari
30 | Lapangan Basket Ball
a. Lokal Rp. 250.000,- / hari
b. Antar Daerah (regional)| Rp. 350.000,- / hari
¢. Nasional Rp. 500.000,- / hari
31 | Lapangan Bola Kalki
Lainnya
a. Lokal Rp. 100.000,- / hari
b. Antar Daerah (regional)| Rp. 150.000,- / hari
c. Nasional Rp. 250.000,- / hari
32 | Lapangan Futsal Rp. 150.000,- / jam

ATI GORONTALO[jJTARA

INDRA YASI




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 13 TAtlun 202
TANGGAL T2 ASUstus 2021

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKQAN

NO URAIAN POKOK RETRIBUS]
1 | Sewa Petak / Kios
a. Diwilayah Ibu Kota {(Kwandang) Rp. 5.000,- /M?2?/bulan
| b. Diluar Ibu Kota (Kwandang) Rp. 4.000,- /M2/bulan
2 | Sewa Los -
a. Diwilayah Ibu Kota (Kwandang) Rp. 1.500,- /M?/hari
b. Diluar Ibu Kota (Kwandang) Rp. 1.000,- /M2/hari
3 | Pelataran
a. Diwilayah Ibu Kota (Kwandang) Rp. 1.250,- fM2/hari pasar
b. Diluar Ibu Kota {Kwandang) Rp. 1.000,- /M2/hari pasar
4 | Penggunaan Toilet
a. Buang air besar Rp. 3.000,- /orang sekali masuk
b. Buang air kecil . Rp. 2.000,- /orang sekali masuk
¢. Mandi Rp. 4.000,- /orang sekali masuk

BURATI GORONTA;C]) UTARA

f INDRA YAS




LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR D3 Tatpd 202
TANGGAL : 20 acustus 2021
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO | URAIAN | POKOR RETRIBUSI

1 | Pelelangan Ikan Rp. 5.000,- /M2
2 | Pelelangan Hasil sitaah berupa hasil bumi, { Rp. 1.500,-/ M2
hasil hutan yang dilelang
3 | Penggunaan Petak/Kios Rp. 4.000,-/M2/bulan

5 | Parkir Kendaraan
a. Roda dua dan roda tiga Rp. 2.000,-/sekali parkir
b. Roda empat ' Rp. 5.000,-/sekali parkir

4 | Penggunaan Toilet
a. Buang air kecil Rp. 2.000,-/orang sekali masuk
b.  Buang air besar Rp. 3.000,-/orang sekali masuk
¢, Mandi . Rp. 4.000,-/orang sekali masuk




LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
- NOMOR : 3 Tedud 2ou '
TANGGAL : 2o Astgrts 2024 _
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO URAIAN POKOK RETRIBUSI
1 | Angkutan Kota/Perdesaan Rp. 2.000,-/sekali masuk
2 | Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Rp. 3.000,-/sekali masuk
(AKDP)

3 | Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) | Rp. 5.000,-/sekali masuk

4 | Sewa Kios
a. Diwilayah Ibu Kota (Kwandang) Rp. 5.000,-/M2/bulan
b. Diluar Wilayah Ibu Kota Rp. 4.000,-/M2/bulan

5 | Penggunaan Toilet

a. Buang air kecil , Rp. 2.000,-/orang/sekali masuk
: b. Buang air besar Rp. 3.000,-/orang/sekali masuk
c. mandi , Rp. 4.000,-/orang/sekali masuk

BURATI GORONTALO UTARA

; ‘/  INDRA YASI




LAMPIRANV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
' NOMOR » 3 TARUR o2
TANGGAL : 30 Acustus 202
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO ' URAIAN POKOEK RETRIBUSI

1 | Kendaraan bermotor roda dua dan tiga Rp. 2.000,-/sekali parkir
2 | Kendaraan bermotor roda empat Rp. 5.000,-/sekali parkir

3 | Kendaraan bermotor roda enam ke atas Rp. 10.000,-/sckali parkir




LAMPIRAN VI

NOMOR 13 Thdud Ro21
TANGGAL : % AcUgus 207
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA |

NO

URAIAN

POKOK RETRIBUSI

tw

Rumah Susun Sederhana
a. Di Ibukota (Kwandang)

Lantai I
Lantai II
Lantai Iil
Lantai IV
Lantai V

Rp. 220.000,-/unit/bulan
Rp. 193.000,-/unit/bulan
Rp. 165.000,-/unit/bulan
Rp. 138.000,-/unit/bulan
Rp. 110.000,-/unit/bulan

b. Di Luar Ibukota

Lantai I
Lantai il
Lantai III
Lantai IV
Lantai V

Rp. 200.000,-/unit/bulan
Rp. 175.000,-/unit/bulan
Rp. 150.000,-/unit/bulan
Rp. 125.000,- /unit/bulan
Rp. 100.000,-/unit/bulan

Penggunaan Penginapan / Cottage
a. Kamar

b. Family

c. Extra Bad

Rp. 250.000,-/hari
Rp. 400.000,-/hari
Rp. 50.000,-/hari

BUPATI GORONTALO UTARA

L INDRA YA
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LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 3 tatud Jon
TANGGAL : 26 AsUShS 2601 A
TENTANG  : RETRIBUSI JASA USAHA
TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
NO URAIAN POKOK RETRIRUSI

1 | Sapi/Kerbau Rp. 40.000,-/ekor

2 | Kambing/Domba Rp. 7.000,-/ekor

3 | Unggas Rp.  200,-/ekor

I GORONTALO UTARA
' T
/]
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LAMPIRAN VIII :

NOMOR : 3 TaHw 2021
TANGGAL : 20 Agustus 202

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALOQO UTARA

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO

URAIAN POKOK RETRIBUSI
1
1 | Tempat Rekreasi | :
1| Karcis Tanda Masuk ‘
a. Destinasi Pulau ‘
- Dewasa Rp. 5.000,-/orang |
- Anak-anak (12 tahun kebawah) Rp. 3.000,-/orang |
- Mancanagera Rp. 20.000,-/orang
b. Destinasi Non Pulau
- Dewasa Rp. 3.000,-/orang 5
- Anak-anak (12 tahun kebawah) Rp. 2.000,-/crang
- Mancanagera Rp. 20.000,-/orang n
2 | Pengpunaan Fasilitas
a. Mandi Uap Rp. 25.000,-/jam/orang
b. Kamar Bilas Rp. 2.000,-/15 menit/orang
¢. Sepeda Air Rp. 10.000,-/30 menit/orang
d. Kolam Rendam Rp. 10.000,-/30 menit/bilik
e. Taman Bermain Anak Rp. 5.000,-/30 menit/orang
f. Pendopo
- Tanpa fasilitas Rp. 250.000,-/hari
- Acara khusus dengan peralatan Band Rp. 1.500.000,-/hari
- Acara khusus dengan peralatan Sound System | Rp. 1.000.000,-/hari
g. Lesehan - Rp. 50.000,-/ han
3 | Arung Jeram Rp. 25.000,-/orang }
4 | Penggunaan Tailet
a. Buang Air Kecil | Rp. 2.000,-/orang/sekali masuk
b. Buang Air Besar Rp. 3.000,-/orang/sekali masuk
¢. Mandi Rp. 4.000,-/orang/sekali masuk
I | Fasilitas Olahraga
1 | Stadion
a, Pertadingan Bola Kaki
- Lokal Rp. 500.000,-/hari/pertandingan
- Antar Daerah (Regional) Rp. 1.000.000,- /hari/pertandingan
- Nasional Rp. 2.500.000,-/hari/pertandingan;




LY

b. Untuk Kegiatan Kesenian
-~ Lokal
- Antar Daerah (Iéegional)
- Show Artis Ibukota

Rp. 1.000.000,-/hari
Rp. 2.500.000,-/hari
Rp. 5.000.000,-/hari

Kolam Renang

a. Dewasa

b. Anak-Anak (12 tahun kebawah)
¢. Kontrak

Rp. 15.000,-/orang
Rp. 5.000,-/orang
Rp. 1.000.000,-/hari

BUPATI GORONTALO UTARA
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LAMPIRAN IX

NOMOR 1 3 TaHqud 2074

TANGGAL : 20 4cushus 202

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

NO

URAIAN

POKOK RETRIBUSI

Speed Bood

a. Jurusan Pulau Lampu
- Orang Dewasa
- Anak-anak (12 tahun kebawah)

Rp. 75.000,-/orang
Rp. 30.000,-forang

b. Jurusan Pulau Saronde
- Orang Dewasa

- Anak-anak {12 tahun kebawah)

Rp. 50.000,-/orang
Rp. 15.000,- forang

¢. Jurusan Pulau Malambe/Ponelo
- Orang Dewasa

- Anak-anak (12 tahun kebawah)

Rp. 25.000,-f/orang
Rp. 10.000,-/orang

d. Kontrak/Rental
- 1 {satu) hari (8 jam)

- 1 (satu) jam

Rp. 1.500.000,-
Rp. 200.000,-

I

Tongkang

a. Jurusan Pulau Malambe/Ponelo

- Sepeda
- Sepeda Motor
- Bentor
- Kambing
- Sapi
- Mobil Roda Empat
- Mobil Roda Enam
- Mobil Roda Sepuluh
- Excavator, Grader
- Bulldoozer, Motor Walls
- Hasil Bumi
- Pasir
- Batu
- Kerikil

. - Tanah
- Semen

- Besi, Beton, Tiang Listrik dan sejenisnya

Rp. 5.000,-/buah
Rp. 20.000,-/buah
Rp.  30.000,-/buah
Rp. 10.000,-/ekor
Rp.  30.000,-/ekor
Rp. 350.000,-/unit
Rp. 500.000,-/unit
Rp. 750.000,-/unit
Rp. 2.500.000,-/unit
Rp. 2.000.000,-/unit
Rp. 200.000,-/ton
Rp.  50.000,-/M3
Rp.  50.000,-/ M3
Rp.  50.000,-/ M3
Rp.  50.000,-/ M?
Rp. 10.000,-/zak

Rp. 250.000,-/ton




b. Jurusan Tihengo

Ponelo/Malambe

50% dari tarif retribusi jurusan

H
}

BURATI GORONTALO UTARA
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" LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 23 Tavud Jont
TANGGAL : 30 Aulgtus 302
TENTANG :RETRIBUSI JASA USAHA

. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO OBJEK RETRIBUSI POKOK RETRIBUSI
1 |'Es Balok
a. Berat 1 Kg s/d 35 Kg Rp. 325,-/Kg
b. Berat 36 Kg s/d 50 Kg | Rp. 275,-/Ke

B%GORONTALO UTARA

INDRA YASIN




